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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan kesalahan berat maka
pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak,
selama di dukung dengan bukti sebagaimana dalam Pasal 158 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Kategori dalam pasal tersebut merupakan perbuatan pidana yang diatur
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun dengan kesalahan
berat yang dilakukan oleh pekerja adalah tidur pada waktu jam kerja
merupakan kesalahan yang merugikan perusahaan dan bukan kesalahan
berat dan tidak termasuk dalam tindak pidana dan lebih tepatnya diatur
dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Hak yang didapatkan oleh pekerja yang dianggap telah
melakukan kesalahan berat sehingga pengusaha melakukan putusan
hubungan kerja yaitu terdapat dalam pasal 155, 156, 157 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam pertimbangan dan putusannya majelis hakim Mahkamah Agung
(MA) sangat tidak sependapat dengan putusan judex factikarena terdapat
kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
dalam memutuskan perkara Nomor. 194/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 khususnya
tentang ketentuan kesalahan berat yang terdapat dalam Pasal 158 Ayat (1)
dan tidak sesuai dengan prosedural yang terdapat dalam Pasal 161 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa hal
pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur pada
perjanjian kerja, peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama pengusaha
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), setelah kepada
pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama,

kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
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5.2

5.2.1

5.2.2

Saran

Sebaiknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan dengan
Pertimbangan yang sangat matang karena pengaruh dari Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) cukup besar bagi perusahaan dan pekerja itu
sendiri. Untuk mengurangi masalah perselisinan yang terjadi akibat
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaiknya perusahaan dapat membina
hubungan kerja yang harmonis, serasi, dan terbuka agar tercipta suasana
kerja yang baik sehingga apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
dilakukan dalam bentuk apapun karyawan akan menerimanya dengan baik.
Sebaiknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan berdasarkan
dengan ketentuan dan peraturan Undang-Undang yang berlaku, dimana
hak dan kewajiban masing-masing pihak tertera di dalamnya sehingga
tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Agar Meninjauan lebih lanjut mengenai peraturan tentang ketenagakerjaan
mengenai pasal 158 yaitu tentang kesalahan berat yang dilakukan oleh
pekerjaan, karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Nomor 012/PUU-1/2003 tentang kesalahan berat maka pasal 158 tersebut
tidak jelas bagi pekerja, maka seharusnya kesalahan berat dari pasal 158
diatur lebih kongkrit lagi mengenai sanksinya dan juga mengenai hak asasi
manusia karena dengan adanya perubahan perundang-undangan maka
akan tercipta kepastian hukum yang lebih lagi bagi pihak perusahaan dan
pekerja. Dengan adanya Undang-Undang yang lebih baik lagi, maka
perlindungan kepada para pekerja ataupun perusahaan akan lebih terjamin
lagi, terutama akan lebih terjaminnya perlindungan terhadap hak asasi

manusia agar tidak diabaikan lagi oleh semua pihak.
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